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L Pelabuhanan Utama _

I.1. [ Pelabuhan Pelabuhan | a. memantapkan Pelabuhan Tenau yang berada di Kota Kupang untuk melayani PKN Kupang
Tenau Utama sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya, serta Kawasan

=

Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya, PKW Soc sebapai pusat pengembangan dari Kawasan
Andalan Kupang dan Sckitarnya

mengembangkan Pelabuhan Tenau dengan memanfaatkan ALKI IIIA dan ALKI IIID

memantapkan Pelabuhan Tenau yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas
Pulau Timor dan Lintas Penyeberangan Antarnegara Kupang-Darwin (Negara Australia)
mencegah pengembangan Pelabuhan Tenaw yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Tenau untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Tenau

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Tenau

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air vang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut

membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
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1. Pelabuhan Pengumpul
.1, | Pelabuhan Pelabuhan memantapkan Pelabuhan Lembar yang berada di Kabupaten Lombok Barat untuk melayani PKN
Lembar Pengumpul Mataram dan PKW Praya sebapai pusal pengembangan dari Kawasan Andalan Lombok dan

Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya

mengembangkan Pelabuhan Lembar dengan memanfaatkan ALKI HIA dan ALKI IID
memantapkan Pelabuhan Lembar yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas
Pulau Lombok dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Lembar-Padangbai (Pulau Bali)
mencegah pengembangan Pelabuhan Lembar yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Lembar untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Lembar

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Lembar

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut

membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
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1.2, | Pelabuhan | Pelabuhan memantapkan Pelabuhan Labuhan Lombok vang berada di Kabupaten Lombok Timur untuk
Labuhan Pengumpul melayani PKN Mataram dan PKW Praya scbagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan
Lombok Lombok dan Sekitarnva serta Kawasan Andalan Laut Sclat Lombok dan Sekitarnya

memantapkan Pelabuhan Labuhan Lombok yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan
Lintas Pulau Lombok dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Lombok-Alas yang membentuk
Lintas Penveberangan Sabuk Selatan serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Kayangan-
Pototanoc

mencegah pengembangan Pelabuhan Labuhan Lombok yang berpolensi mengganggu fungsi
Kawasan Lindung dan ckosistem pesisir

. memanfaatkan bersama Pelabuhan Labuhan Lombek untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Labuhan Lombok

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Labuhan Lombok

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut

. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesual dengan peraturan
perundang-undangan
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II. 3.

Pelabuhan
Benete

Pelabuhan
Pengumpul

mengembangkan Pelabuhan Benete yang berada di Kabupaten Sumbawa untuk melayani PKW
Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya
serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya

mengembangkan Pelabuhan Benete yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas
Pulau Sumbawa

mencegah pengembangan Pelabuhan Benete yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatikan bersama Pelabuhan Benete untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Benete

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Benete

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air vang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut
membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkunpgan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

11.4.

Pelabuhan
Badas

Pelabuhan
Pengumpul

mengembangkan Pelabuhan Badas vang berada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk melayani
PEKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Sumbawa dan

Seckitarnya serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya
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. mengembangkan Pelabuhan Badas ].-;ung terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas

Pulan Sumbawa dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuhan Sumbawa-Pulau Medang

mencegah pengembangan Pelabuhan Badas yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir

. memanfaatkan bersama Pelabuhan Badas untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Badas

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Badas

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air vang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut

membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesual dengan peraturan
perundang-undangan

Pelabuhan
Bima

Pelabuhan
Pengumpul

. memantapkan Pelabuhan Bima vang berada di Kota Bima untuk melayani PKW Raba scbagai

pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Bima
memantapkan Pelabuhan Bima yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas

Pulau Sumbawa dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Bima-Takalar {Pulau Sulawesi) serta
Lintas Penyecberangan Antarprovinsi Bima-Lamongan (Pulau Jawa)
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mencegah pengembangan Pelabuhan Bima yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Bima untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara
memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Bima

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Bima

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut

membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesual dengan  peraturan
perundang-undangan

IL.6.

Pelabuhan
Labuan Bajo

Pelabuhan
Pengumpul

mengembangkan Pelabuhan Labuan Bajo yvang berada di Kabupaten Manggarai Barat untuk
melayani PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Komodo dan
Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Flores

. mengembangkan Pelabuhan Labuan Bajo yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan

Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Labuan Bajo-Jampea (Pulau
Jampea), Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Sape-Labuan Bajo yang membentuk Lintas
Penyeberangan Sabuk Selatan, Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuan Bajo-Pulau
Komodo, serta Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-
Larantuka-Kalabahi vang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan
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. mencegah pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo vang berpotensi menggangpu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir
. memanfaatkan bersama Pelabuhan Labuan Bajo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara
. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Labuan Bajo
mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Labuan Bajo
. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air vang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut
- membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
1.7, | Pelabuhan Pelabuhan mengembangkan Pelabuhan Marapokot yang berada di Kabupaten Nagekeo untuk melayani
Marapokot Pengumpul Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawasan Andalan Laut Flores

mengembangkan Pelabuhan Marapokot vang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan
Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Marapokot-Pamatata (Pulau
Selayar) yang membentuk Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk

mencegah pengembangan Pelabuhan Marapokot vang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir
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memanfaatkan bersama Pelabuhan Marapokot untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan opeérasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Marapokot

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Marapokot

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut

. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

I1.8.

Pelabuhan
Ippi dalam
satu sistem
dengan
Pelabuhan
Ende

Pelabuhan
Pengumpul

Kabupaten Ende untuk melayani PKW Ende sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan
Maumere-Ende serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnva

. mengembangkan Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende yang terpadu dengan pengembangan

Jaringan Jalan Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Labuan Bajo-
Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penycberangan Sabuk
Selatan serta Lintas Penveberanpgan Dalam Provinsi Ende-Aimere

mencegah pengembangan Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende yang berpotensi mengganggu
fungsi Kawasan Lindung dan ckosistem pesisir
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. memanfaatkan bersama Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende untuk kepentingan pertahanan
dan keamanan negara
memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Ippi
dan Pelabuhan Ende
mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Ippi
dan Pelabuhan Ende
melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air vang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut
. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan zin sesual dengan peraturan
perundang-undangan
[1.9. | Pelabuhan Pelabuhan memantapkan Pelabuhan Lorensius Say vang berada di Kabupaten Sikka untuk melayani PRW
Lorensius Pengumpul Maumere sebapgai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Maumere-Ende serta Kawasan
Say Andalan Laut Flores

memantapkan Pelabuhan Lorensius Say yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan
Lintas Pulau Flores

mencegah pengembangan Pelabuhan Lorensius Say yang berpotensi mengganggu fungsi
Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir
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memanfaatkan bersama Pelabuhan Lorensius Say untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan negara
memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Lorensius Say
mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Lorensius Say
melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas bhadan air yang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut
. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuail dengan peraturan
perundang-undangan
11.10. | Pelabuhan Pelabuhan mengembangkan Pelabuhan Larantuka dalam satu sistem dengan Pelabuhan Waiwadan vang
Larantuka | Pengumpul berada di Kabupaten Flores Timur dan Pelabuhan Balauring yang berada di Kabupaten Lembata
dalam satu | untuk melayani Kawasan Andalan Laut Flores
EJEEAEE_[ mengembangkan Pelabuhan Larantuka yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan
F’elagbuhan Lintas Pulau Flores dan Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Larantuka-Lewoleba, Lintas
Waiwadan Penyeberangan Dalam Provinsi Kupang-Larantuka, serta Lintas Penyveberangan Dalam Provinsi
dan Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas
Pelabuhan Penveberangan Sabuk Selatan
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mengembangkan Pelabuhan Balauring yvang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan di
Pulau Lembata serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Baranusa-Balauring, Balauring-
Lewoleba, Balauring-Kabir, dan Kalabahi-Balauring

mencegah pengembangan Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan
Balauring vang berpotensi menggangeu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir
memanfaatkan bersama Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan Balauring
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan Balauring

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Larantuka, Pelabuhan Waiwadan, dan Pelabuhan Balauring

. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan

jalur transportasi laut membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesual
dengan peraturan perundang-undangan

I.11. | Pelabuhan Pelabuhan mengembangkan Pelabuhan Kalabahi dalam satu sistem dengan Pelabuthan Maritaing yang
Kalabahi Pengumpul berada di Kabupaten Alor untuk melayani PKSN Kalabahi
dalam satu . mengembangkan Pelabuhan Kalabahi yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan
zistl:m Lintas Pulau Alor dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Kalabahi-Ilwaki yang membentuk
engan

Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, serta Lintas Penycberangan Dalam Provinsi Kabir-
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Kalabahi-Bakalang, Atapupu-Kalabahi,
Kalabahi-Maritaing, Kalabahi-Teluk Gurita, dan Kupang-Kalabahi

mengembangkan Pelabuhan Maritaing vang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan
Lintas Pulau Alor dan Lintas Penyeberangan Antarncgara Maritaing-Dili (Negara Timor Leste),
serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Kalabahi-Maritaing

mencegah pengembangan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing yang berpotensi
mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ckosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing untuk kepentingan
pertahanan dan keamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing

. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air vang berdampak pada keberadaan

jalur transportasi laut
membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daecrah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan




PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

ILB.2-13
SN A R e s
WO | e | JENIS | ~ STRATEGI OPERASIONALISASI 03 L hbsr
[I.12. | Pelabuhan | Pelabuhan | a. mengemﬁangkan Pelabuhan Atapupu vang berada di Kabupaten Belu dalam satu sistem dengan
Atapupu Pengumpul Pelabuhan Wini yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melayani PKSN Atambua
dalam satu dan PKSN Kefamenanu scbagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Kupang dan
sistem Sekitarnva
dengan b. mengembangkan Pelabuhan Atapupu yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan
Pelabuhan Lintas Pulau Timor dan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Atapupu-llwaki (Pulaun Wetar],
Wini Atapupu-Wonrelli (Pulau Kisar], Teluk Gurita-Kisar (Pulau Kisar], Teluk Gurita-llwaki (Pulaun

Wetar), serta Lintas Penyeberangan Dalam Provinsi Atapupu-Kalabahi dan Kalabahi-Teluk Gurita
mencegah pengembangan Pelabuhan Atapupu dan Pelabuhan Wini yang berpotensi mengganggu
fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Atapupu dan Pelabuhan Wini untuk kepentingan pertahanan
dan keamanan negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Atapupu dan Pelabuhan Wini

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Atapupu dan Pelabuhan Wini

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan
jalur transportasi laut
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. membatasi pemanfaatan ruang

di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan baerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

1.13.

Pelabuhan
Waingapu

Pelabuhan
Penpumpul

memantapkan Pelabuhan Waingapu yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk melayani
PEKW Waingapu sebagai pusat pengembangan dari Kawasan Andalan Sumba dan Kawasan
Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya

. memantapkan Pelabuhan Waingapu yang terpadu dengan pengembangan Jaringan JJalan Lintas

Pulau Sumba dan Lintas Penycberangan Antarprovinsi Sape-Waingapu, serta Lintas
Penyeberangan Dalam Provinsi Labuan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi yang
membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, Aimere-Waingapu, Ende-Waingapu, dan
Waingapu-5Sebha

mencegah pengembangan Pelabuhan Waingapu yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan
Lindung dan ekosistem pesisir

memanfaatkan bersama Pelabuhan Waingapu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara

memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan
Waingapu

mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan
Waingapu
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arang atﬂn ruang udara bebas di atas badan air yang hﬂrpﬂ]{ pada keberadaan
jalur transportasi laut

h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah
I'_.ing_lcungém Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
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